
 
 

BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR  23  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BARITO UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 

2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara; 

  b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Barito Utara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
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Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 31 Taun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubatas atas Undang-Undang Nomor 31 Taun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 



  9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 

2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 

  11. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten 

Barito Utara Tahun 2017 Nomor 72); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA 

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 

72), diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara. 



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah 

lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya 

disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, 

termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian 

dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, 

penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara. 

7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban 

lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara 

Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, 

baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan 

atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara 

memangku jabatannya. 

8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi 

eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik 

lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

9. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 

kepada Komisi. 

10. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada 

dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara 

Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi 

kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada 

Komisi. 

11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara 

dan/atau Komisi kepada publik. 

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, 

kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara 

dengan LHKPN. 

13. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang membantu kelancaran 

pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN di Kabupaten Barito Utara. 

14. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai 

Peraturan Perundang-Undangan. 

15. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau 

anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam 

pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun 

kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami. 

 



2. Pasal 3 dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni 

pada saat: 

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali 

menjabat; 

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; 

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah 

berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau 

d. masih menjabat. 

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan 

huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) 

bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya 

jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa 

jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. 

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan 

secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per 

tanggal 31 Desember tahun laporan. 

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam 

jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. 

(5) Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN dan petunjuk 

teknis pelaporan dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id. 

(6) Penyampaian formulir LHKPN oleh Penyelenggara Negara (wajib lapor 

LHKPN) kepada KPK agar disampaikan/diinformasikan kepada Unit 

Pengelola LHKPN Kabupaten Barito Utara. 

 

4. Pasal 5 dihapus. 

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib 

dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi. 

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-

kurangnya memuat : 

a. nama; 

b. jabatan; 

c. instansi; 

d. tempat dan tanggal lahir; 

e. alamat; 

f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan 

Anak Tanggungan; 

g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta 

Kekayaan; 

h. besaran penerimaan dan pengeluaran; 

i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai 

dengan Kartu Tanda Penduduk; dan 

j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.  

(3) LHKPN merupakan dokumen milik negara. 






